PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 284 (Gedung Pemda Il), Klaten, Jawa Tengah 57424

Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman https://web.disdik. klaten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR :400.3.2/781 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 217 TAHUN 2023 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN NANGSRI
KECAMATAN MANISRENGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan

Pendidikan Kelompok Bermain Nangsri yang beralamat di

Dumung RT 19 RW 08, Nangsri, Manisrenggo tentang
Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 18/KB.NS/VIII/2025
tanggal 28 Agustus 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan
lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah
memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun
2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar

Nasional Pendidikan;

. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84

Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak

Usia Dini;

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan

Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada

Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar
dan Jenjang Pendidikan Menengah;

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar
Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologti Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman
Penerapaan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan
Pembelajaran;

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan seriifikat elekironik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Serfifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




Menetapkan :
KESATU

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;

14, Surat Edaran  Sekretaris Jenderal Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26
Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan
Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

: Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Klaten Nomor 217 TAHUN 2023 tentang Izin
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan Pendidikan

Semula : Kelompok Bermain NANGSRI
Menjadi : KB NANGSRI
Tahun Berdiri : 09 Mei 2009
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dumung RT 19 RW 08, Nangsri,
Manisrenggo

Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan
penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan vyang berlaku,
pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 15 September 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten
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Dokumnen ini telah ditandatangani secara elekironik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

, é’&,i | KECAMATAN MANISRENGGO

DESA NANGSRI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NANGSRI
Nomor:|| /PD/DS/V/2009

PENDIRIAN PAUD
KELOMPOK BERMAIN “NANGSRI ”
TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NANGSRI

Menimbang : a. Bahwa untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
penyelenggara melalui bidang pendidikan telah
menyelenggarakan pembelajaran untuk Pendidikan Anak Usia
Dini Kelompok Bermain “Nangsri ",

b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan proses belajar
mengajar di KELOMPOK BERMAIN “NANGSRI * sebagaimana
tersebut butir a diatas maka perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa Nangsri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak,

4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Jawa Tengah Nomor 11
tahun 2003 tentang Rencana Strategis (Restra)

&

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Terhitung mulai 9 Mei 2009 Mendirikan Kelompok Bermain
“Nangsri ” Desa Nangsri.

Demikian untuk menjadikan maklum, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan
dalam Keputusan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

itefapkan di  : Nangsri
Tadd g : 10 Mei 2009

%A NANGSRI

Tembusan disampaikan g_;rh :
1. Penilik TK ]fﬂntor UPTD Kec. Ma
2. Camat Manisrenggo

3. Yang bersangkutan
4, Arsip
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YAYASAN DIAN DHARMA
PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat  Jin Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KREPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN
NOMOR : SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/X1/2022
TENTANG :

PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

RETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang . a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu

program pnontas pemerintah dalam meningkatkan
sumber daya manusia untuk mendukung lahimya
generasi emas bangsa;

bahwa untuk kepentingan pengembangan dan
peningkatan mutu pendidikan anak usia dini perlu
adanya pembinaan organisasi yang mewadahi lembaga
Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak dan
Kelompok Bermain);

bahwa berdasarkan Surat dari Tim  Penggerak
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten
Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIIl/22 tanggal 25 Agustus
2022 tentang Permohonan Penggabungan Kelompok
Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Resejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan
Dian Dharma Kabupaten Klaten dan telah dipandang
cukup memenuhi persyaratan maka dapat dilaksanakan
penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten
Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten:
bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, huruf b, dan

huruf ¢, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua
Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten,

L n ol ok o ke o o e |

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
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PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN MANISRENGGO

DESA NANGSRI

Alamat : Dumung, Rt. 19, Rw. 08, Nangsri, Manisrenggo, Klaten,
Jawa Tengah

SURAT KETERANGAN
Nomor : 400/124/VII1/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Nangsri, Kecamatan
Manisrenggo, Kabupaten Klaten, menerangkan bahwa :

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain
Nangsri sejak berdiri 09 Mei: 2009 sampai saat ini masih aktif
menjalankan kegiatan.

2. Lembaga tersebut berada di wilayah kami yaitu Dukuh Dumung, Rt.
19, Rw. 08, Desa Nangsri, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten
Klaten.

3. Nama Kepala Lembaga PAUD tersebut adalah Saudara SRI
HARTINI, S.Pd. .

4. Tanah dan bangunan yang digunakan oleh KELOMPOK BERMAIN
NANGSRI adalah milik Pemerintah Desa Nangsri, Kecamatan
Manisrenggo, Kabupaten Klaten dan berstatus Hak Guna Bangunan,
luas keseluruhan tanah adalah 10 m?® Sedangkan Luas Bangunan
yang digunakan adalah 60 m3

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, dengan sebenar-benarnya
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a1 7 Agustus 2023
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DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-12,i7.01,02.M1 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca Surat verxmohonan dari Holaris Hachmal Wiguna, i Nomor

mjﬂ-nw/vn/:enn's Covrgean | OM8 Jlu i 2005 perihel pocomohonan
Imf'll'-:llﬂn.h““ .?.'I,f-'h’“'l-n Yu“* 1K Lity ;lll.l '..Iﬁ,‘f{{.l' :Jf “ﬂﬂ”lnl:ﬂr ?m'j.

¢

Menimbang Bahwa selelah dilalkukan penclitian lerhadap Akla Pendirian Yayasan yang
disasmpalkan kepada kami, akla terscbul lelah memenuhl syarat-syarot dan
lketentuan peraluran perundang-undangun yang berlaku, sehingga lidglk ada
lkeberalan untuk memberikan pengesahan atas Alkla Pendirian Ya yusn:m

dimaksud.

Mengingal ©|. Urdang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran
MNegara Rupublilk Indonesia Tahun 2091 Nomer |12, Tambahan Lembaran
Negarn» Republik Indonesia Momor 4132) junclo Undang-undang Republik
Indonesla Nomar 28 Tahun 2004 tentang Perubahan alas Undang-undang
Momor 16 Tahun 2001 tentong Yayasan (Lembarun Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor | 15, Tambahan Lembaran Negera Republilg
Indonesia Nomor 4430).

Surat Kepulusan Direktur Jendeial Administrasi Hukum Urnum Departemen
Hukum dan Halk Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-

26 HT.01.10.TH 2004,}angyul 06 Desember 2004 lentang Tata Cara
Pengesahan Akta Pendijinn dan Perselujuan Akla Perubahan Anggaran

Dasar Yaoyasan

MEMUTUSKAN
Menelapkan .
PERTAMA

!
Memberilkon Pengesahan Akla Pendiion Yayasan -

YAYASAN DIAN UIAHMA
NPAl ¢ 02.000,200,2-500,000

berkedudukan 44 Semarang, aseswinl Akta Nomor 0O t:xna;-":al !E
‘Juni 2001 yany dibuai oleh ‘lotarig Doklor Julinna Kartini

oedjendro, SH berkedudukan di Lemarang dan Akl Nomor 24
tanggal 30 Juni 2005 vang dibuni oleh Nolarls Hachmat

Wiguna, SI' Lorkedudukan di GemaranT,

Keputusan Menteri Hukum can Halk Asasi Manusia Republik Indonesia Ini
mulal berlaku sejak langgal cilelaplian.

Dilctopkan h Jakauila
pada langgal 02 Januari 2000

A . MENTERI HUKUM DAN HAIK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM (JMUM
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